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Penulis koresponden  Abstract  

 
 

 During the reform era, the formation of the BPD was intended to improve the 
performance of the BPD, but in its implementation the performance of the BPD was not 
in line with community expectations and this was evidenced by the lack of socialization 
with the community. This study uses a verification research method with analytical 
techniques using simple linear regression analysis. The results showed that the 
performance of BPD was proven to have a positive and significant effect on community 
satisfaction. That is, BPD that has performance in accordance with community 
expectations can provide satisfaction to the community. 
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 Abstrak  

 Pada masa orde reformasi terbentuknya BPD dimaksudkan untuk menyempurnakan 
kinerja BPD, namun dalam pelaksanaannya kinerja BPD belum sesuai dengan harapan 
masyarakat dan hal ini dibuktikan dengan kurangnya melakukan sosialisasi dengan 
masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian verifikatif dengan teknik 
analisis menggunakan analisis regresi linier sederharna. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kinerja BPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
masyarakat. Artinya, BPD yang memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan 
masyarakat dapat memberikan kepuasan kepada masyarakatnya. 
 
Kata kunci: Kinerja; Kepuasan Masyarakat. 

PENDAHULUAN 
Otonomi daerah telah membawa 

perubahan dalam setiap aspek pemerintahan, 
terutama memberikan ruang yang cukup luas 
terhadap partisipasi masyarakat dalam ikut 
mensukseskan pembangunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga 
hal yang demikian tersebut telah menjadikan 
masyarakat tidak hanya sebagai objek 
pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek 
pembangunan dengan pola partisipasi 
tersebut diharapkan akan terwujud 
akselerasi dari hasil-hasil pembangunan yang 
berdayagunan dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan masya-rakat. Penyampaian 
aspirasi masyarakat tersebut dapat melalui 
lembaga-lembaga non formal seperti 
keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain 
melalui tuntutan-tuntutan terhadap 
pemerintah atau bentuk penolakan terhadap 
kebijakan pemerintah, juga dilakukan oleh 
lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah 
melalui kewenangan lebih besar pada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di 
tingkat desa dengan pembentukan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
merupakan bukti sebagai penyelenggara 
desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan 
merupakan salah satu bukti pelibatan 
masyarakat dalam bidang penyelenggaraan 
pemerintahan. Pada masa orde baru 
pelibatan masyarakat di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga 
Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun 
lembaga tersebut kurang berfungsi secara 
proposional, hanya berfungsi sebagai tangan 
kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, 
hemegoni penguasa desa sangat dominan 
dalam segala hal. Akibatnya masyarakat 
kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini 
dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa 
yang dapat dikatakan analog dengan 
kekuasaan dictator atau raja absolut, 
sehingga masyarakat kurang dapat secara 
leluasa menyalurkan aspirasinya (Ramayanti, 
2008:2). Sebagai bentuk perwujudan sebuah 
Negara yang berdaulat sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada 
negara yang menganggap bahwa 
kedaulatannya berada di tangan rakyat, 
artinya suara rakyat banyak benar-benar 
didengar, keluhan, dan penderitaannya. 
Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat 
dan untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya 
hanya sekedar untuk menutupi perilaku 
pemerintah yang berkuasa   

Pada masa orde reformasi, maka 
dibentuklah BPD untuk menyempurnakan 
tugas dan tanggungjawab LMD maupun 
LKMD. Namun dalam pelaksanaannya, BPD 
masih dihadapkan pada beberapa 
permasalahan di antaranya kurang aktifnya 
BPD dalam menjalankan fungsinya, 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
pembangunan Desa masih kurang efektif, 
BPD belum maksimal dalam memberikan 
pengawasan dengan baik, kurangnya 
komunikasi dan koordinasi antara BPD 
dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa hal ini dikarenakan 
kurang keterbukaannya perangkat desa 
mengenai informasi mengenai bantuan desa 

yang semestinya BPD juga mengetahui 
informasi tersebut. Masalah lainnya adalah 
BPD kurang mengadakan pertemuan atau 
rapat dengan masyarakat (Hasil Observasi, 
2018). 

Kehadiran BPD dalam orde reformasi 
adalah untuk meningkatkan pelayanan public 
sehingga akan tercipta kepuasan masyarakat. 
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan 
seseorang atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. Hal ini memberikan pemahaman 
bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelayanan, hendaknya harus dilaksanakan 
dengan sebaik mungkin agar masyarakat 
yang menerima pelayanan itu merasa puas 
atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan 
pelanggan atau konsumen menjadi ukuran 
utama Pelayanan publik, kualitas pelayanan 
baik di bidang bisnis, manajemen maupun 
birokrasi. Kepuasan konsumen telah menjadi 
titik sentral perhatian dalam bisnis dan 
manajemen sehingga berbagai literatur yang 
menyangkut bisnis dan manajemen 
organisasi, baik yang bersifat mencari laba 
maupun nirlaba menempatkan kepuasan 
konsumen sebagai ukuran utama. Kepuasan 
pelanggan bergeser ke arah birokrasi 
pemerintahan dalam rangka pelayanan 
publik, karena peningkatan kualitas 
pelayanan publik dalam bentuk pelayanan 
adalah sangat penting sebagai ujung akhir 
dari keseluruhan reformasi birokrasi. Dalam 
hal ini, pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, 
jasa, atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. (UU No. 25/2009, Bab UI, Pasal 1). 

Oleh karena itu, pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh sektor publik sampai 
saat ini masih kurang memuaskan 
masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan 
birokrasi bukan melayani pelanggan 
(customer) tetapi melayani warga negara 
(Rahmayanti, 2013:28). Untuk mengetahui 
kualitas pelayanan publik, dalam hal ini 
pelayanan yang diberikan oleh BPD kepada 
masyarakat tidak dapat diukur oleh pihak 
yang melayani, melainkan harus ditentukan 
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oleh pihak yang dilayani (masyarakat). Hal ini 
disebabkan karena masyarakatlah yang 
merasakan, apakah masyarakat merasa puas 
atau belum, dengan mempertimbangkan 
kualitas pelayanan berdasarkan harapan 
dalam memenuhi kepuasannya.(Mardiyanto 

dan Ismowati, 2017). 
Berdasarkan latar belakang di atas, 

penelitian ini memfokuskan pada kinerja BPD 
dalam rangka meningkatkan kepuasan 
masyarakat, sehingga masyarakat dapat 
merasakan perbedaan antara BPD dengan 
lembaga sebelumnya pada masa orde baru. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode  penelitian  yang  digunakan  di 
sini  adalah  metode  survey.  Penelitian  ini 
merupakan pendekatan ilmu  administrasi 
dan organisasi dengan  kajian  utama  ilmu 
kebijakan publik. Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian verifikatif. 

Teknik pengumpulan data melalui 
penyebaran kuesioner terhadap responden, 
kemudian data diolah dan dianalisis dengan 
pendekatan statistik parametrik. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis jalur. 
Analisis jalur (path analysis) bertujuan untuk 
menentukan besarnya pengaruh suatu 
variabel terhadap variabel lainnya, baik itu 
pengaruh yang sifatnya secara langsung 
maupun tidak langsung, serta mengukur 
besarnya pengaruh dari suatu variabel 
penyebab ke variabel akibat yang disebut 
dengan koefisien jalur. Mengingat data yang 
diperoleh adalah data ordinal, sedangkan 
analisis data memerlukan data interval, maka 
terlebih dahulu data mentah yang telah 
dikumpulkan kemudian ditransfor-masikan 
menjadi data interval melalui metode 
successive interval. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan pendekatan dan metode 
penelitian yang digunakan, dari hasil 
pengolahan dan analisis data dengan  
bantuan komputer program SEM. Analisis 
data terdiorti atas dua macam, yaitu analisis 
deskriptif dan analisis ferivikatif, dengan 
hasil sebagai berikut. 

Dari hasil analisis deskriptif, diketahui 
bahwa secara umum kondisi kinerja BPD 
Desa Cikijing masuk kategori cukup, tetapi 
masih terdapat kelemahan pada aspek 

sosialisasi terhadap program-program yang 
telah direncanakan yang merupakan temuan 
empiris untuk variabel kinerja BPD. Demikian 
juga halnya dengan variabel kepuasan 
masyarakat Desa Cikijing, secara umum 
berada pada kategori cukup, namun masih 
terdapat kelemahan pada aspek tertentu. 

Dari hasil analisis ferivikatif  diperoleh 
data tentang pengaruh kinerja BPD terhadap 
kepuasan masyarakat Desa Cikijing, 
berdasarkan analisis jalur diperoleh hasil 
sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Konstruk 2 Analisis Jalur 
Berdasarkan gambar di atas, diketahui 

bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai 
koeffisien korelasi sebesar 0,872 dengan R2 
sebesar 0,7569. Dengan demikian dapat 
diartikan bahwa kontribusi pengaruh dari 
kinerja BPD (X) terhadap kepuasan 
masyarakat (Y) adalah (0,872 x 100%) = 
75,69%.  Dengan kata lain, bahwa kinerja BPD 
memberikan pengaruh positif terhadap 
kepuasan masyarakat Desa Cikijing sebesar 
75,69 % selebihnya (24,31%) dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke 
dalam model.  

Untuk mengetahui tingkat signifikansi 
pengaruh kinerja BPD terhadap kepuasan 
masyarakat dilakukan pengujian hipotesis. 
Dari hasil perhitungan, pengujian hipotesis 
dari kinerja BPD terhadap kepuasan 
masyarakat terbukti signifikan. Hal ini 
didasarkan dari nilai CR untuk variabel 
kinerja BPD terhadap kepuasan masyarakat 
sebesar 19,623 yang ternyata lebih besar dari 
nilai  t-tabel sebesar 1,979, sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima.   

Kinerja BPD dalam penelitian ini terkait 
dengan efektivitas, akuntabilitas dan 
produktivitas. Hasil penelitian telah 
membuktikan secara empiris bahwa ketiga 
indikator tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan masyarakat. 
Efektivitas berkaitan berkaitan dengan 
rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan 
organisasi, serta fungsi sebagai agen 

X 

E2 

0,872 

0,7569 

Y 
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pembangunan. Hasil temuan menunjukkan 
bahwa BPD di Desa Cikijing menunjukkan 
cukup efektif dalam melaksanakan tugas, 
namun demikian masih memiliki kelemahan 
yaitu kurang intensifnya sosiali kepada 
masyarakat terkait dengan program desa. 
Hasil penelitian terhadap produktivitas 
berkaitan dengan kemampuan suatu 
organisasi dalam menghasilkan produk. 
Badan Permusyawarat Desa Cikijing sebagai 
organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan 
rencana pembangunan Desa Cikijing. Apabila 
dilihat dari segi rencana pembangunan, dapat 
dilihat bahwa kontribusi BPD adalah pada  
rencana pembangunan yang dibuat dalam 
RPJM Desa. Namun dalam pelaksanaannya 
meskipun sebagian besar masyarakat cukup 
puas, tetapi masih ditemukannya tidak semua 
rencana yang dilaksanakan tepat waktu.  
 
PENUTUP 

Hasil penelitian telah membuktikan 
secara empiris bahwa kinerja BPD yang 
sesuai dengan harapan masyarakat dapat 
meningkatkan kepuasan masyarakat. Dari 
hasil observasi yang ditemukan peneliti 
bahwa rata-rata secara umum kinerja BPD 
termasuk dalam kategori cukup, namun 
masih memiliki kelemahan di antaranya 
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 
BPD dengan masyarakat terutama yang 
berkaitan dengan program-program 
pembangunan yang direncanakan maupun 
program yang akan dilaksanakan. 

Apabila pengurus BPD desa Cikijing 
bermaksud untuk meningkatkan kinerja 
disarankan untuk memperbaiki aspek yang 
masih lemah, yaitu dengan cara 
meningkatkan kualitas perencanaan dan 
melakukan sosialisasi program yang lebih 
intensif dan merata.  
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